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Pasal 1

Nomor 15

Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakllan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

KETENTUAN UMUM

dimaksud dengan :

1.

Pemilihan Umum, Selanjutnva Disingkat Pemilu, Adalah Sarana
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Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Yang Diselenggarakan Secara
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil Dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakllan*

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
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Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyvat, selanjutnya disingkat DPR, adalah

Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah

Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakvyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD,

adalah Dewan Perwakilan Rakvyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah KabupaTen/Kota, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga vang menyelenggarakan

Pemilu vyang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan
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Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk
memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah

Penvelenggara Pemilu yvang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnyva disingkat KPU

Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat

10.

KPU Kabupaten/Kota, adalah Penvelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah

11.

lembaga Penyelenggara Pemilu vang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu

12.

Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat

13.

Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yvang dibentuk oleh
Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat

14.

Panwaslu Kecamatan, adalah panitia vang dibentuk oleh
Panwaslu Kabupaten/Kota yvang bertugas mengawasi
penvelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yvang dibentuk oleh

15.

Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu

16.

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Penvelesaian Sengketa adalah proses mempertemukan para pihak

17.

oleh Pengawas Pemilu untuk memperoleh kesepakatan serta
proses pengambilan Keputusan oleh Pengawas Pemilu apabila
diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan.

Laporan Pelanggaran adalah laporan vang disampaikan secara

tertulis  oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia vang
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